SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

bahwa pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga
belas kepada Aparatur Sipil Negara merupakan wujud
penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara
dalam mencapai tujuan pembangunan nasional;

bahwa pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga
belas sebagaimana dimaksud huruf a juga bertujuan
sebagai stimulus ekonomi, memacu perputaran dan
penguatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan
Aparatur Sipil Negara serta;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun 2025;

bahwa  pengaturan penentu kepastian komponen
pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas
belum terakomodir, sehingga Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2025 perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun 2025;



Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah  Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 7);

6. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga
Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
TEKNIS TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan
Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2025 Nomor 11) diubah sebagai berikut:



1.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) diubah dan ditambahkan
1 (satu) ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
diberikan kepada:
a. PNS dan Calon PNS;

b. Pejabat Negara;

c. Pimpinan dan Anggota DPRD;

d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;

e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada

Perangkat Daerah yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah; dan
f. PPPK.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS
dalam jabatan:
a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan
pimpinan tinggi;
b. administrator atau dalam jabatan yang setara
jabatan administrator;
c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan
pengawas;
fungsional utama;
fungsional ahli madya;
fungsional ahli muda;
fungsional ahli pertama;
fungsional penyelia;
fungsional mahir;
fungsional terampil;

PR o o

fungsional pemula; dan
1. pelaksana.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak
diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dalam hal:

a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau

b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik
di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya
dibayar oleh instansi tempat penugasan.

(4) PNS yang sedang menjalankan cuti selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tetap mendapatkan Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal S disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat (6) diubah serta
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:



Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima
Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari
kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan,
Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal
Hari Raya.

(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada
bulan Februari Tahun 2025.

(3a) Komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan
Februari Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), hanya digunakan sebagai penentu kepastian
komponen pembayaran tunjangan hari raya dan bukan
sebagai dasar perhitungan pembayaran.

(4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni
Tahun 2025.

(5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan maka Gaji
Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni
Tahun 2025.

(6) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada
besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada
bulan Mei Tahun 2025.

(7) Komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan
Mei Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
hanya digunakan sebagai penentu kepastian
komponen pembayaran tunjangan hari raya dan bukan

sebagai dasar perhitungan pembayaran.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI’ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Diundangkan di Demak
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

Pembina Utama Muda
AKHMAD SUGIHARTO NIP. 197007081995032003

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 41



